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Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua

(28-06-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

A. PIHAK KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

L

I1.

I

IV.

VL

VIL.

VIIL

IX.

MOH MAHFUD MD, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Ad Interim, berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara RI nomor B-
530/MD-3/AN.00.03/06/2022 tanggal 20 Juni 2022, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta
Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berkedudukan diJalan
Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
HASBI HASAN, Sekretaris Mahkamah Agung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka
Utara Nomor 9-13 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

SRI MULYANI INDRAWATI, Menteri Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin
Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

YASONNA H. LAOLY, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

YAQUT CHOLIL QOUMAS, Menteri Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan
Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEENAM.
HADI TJAHJANTO, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan
Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut
PIHAK KETUJUH.

BURHANUDDIN, Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin
Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDELAPAN.
LISTYO SIGIT PRABOWO, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam halini
bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan
di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,selanjutnya disebut
PIHAK KESEMBILAN.

PETRUS R. GOLOSE, Kepala Badan Narkotika Nasional, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berkedudukandi Jalan
M.T. Haryono Nomor 11, Cawang, Kramat Jati Jakarta Timur, selanjutnya disebut

PIHAK KESEPULUH.



XL

XIIL

XIII.

XIV.

XV.

PENNY K. LUKITO, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik
Indonesia, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut PIHAK KESEBELAS.

BENNY RHAMDANI, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA BELAS.

MUHAMMAD SYARIF BANDO, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik
Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11 Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut PIHAK KETIGA BELAS.

ALl GHUFRON MUKTI, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan, berkedudukan di Jalan Letjen Suprapto Kav. 20 Nomor
14 Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT BELAS.
ANGGORO EKO CAHYO, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, berkedudukan di Plaza BPJamsostek Jalan H.R
Rasuna Said No. 112 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK
KELIMA BELAS.

B. PIHAK KORPORASI

XVI.

XVIIL.

A.N.S. KOSASIH, Direktur Utama PT TASPEN (Persero), dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama PT TASPEN (Persero), berkedudukan di Jalan Letjend Suprapto Nomor
45 Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM BELAS.

DARMAWAN PRASOD]JO, Direktur Utama PT PLN (Persero), dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama PT PLN (Persero), berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M -1
No 135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH BELAS.

PIHAK KESATU sampai dengan PIHAK KETUJUH BELAS selanjutnya secara sendiri disebut
PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal

sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang mempunyai tugas sebagai

Pembina pelayanan publik nasional yang berwenang merumuskan dan menetapkan
kebijakan, serta melakukan evaluasi umum atas penyelenggaraan pelayanan publik;
bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kementerian yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang berwenang melakukan

pembinaan dan pengawasan umum pelayanan publik di daerah;



c. bahwa PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK
KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK
KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT
BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, dan PIHAK KETUJUH
BELAS, merupakan Kementerian/Lembaga/Korporasi yang menempatkan pelayanan
publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing serta berkoordinasi
dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, atau kabupaten/kota yang untuk
selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAKPENYELENGGARA PELAYANAN; dan

d. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan pemberian Pelayanan Publik oleh PARA
PIHAK PENYELENGGARAAN PELAYANAN, diperlukan kerja sama untuk
memudahkan pemberian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau kabupaten/kota.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang
dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik
pada Mal Pelayanan Publik selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan

sebagai berikut:

PASAL 1
PRINSIP DASAR

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan itikad baik dan bermanfaat untuk PARA PIHAK,
yang pelaksanaannya disesuaikan fungsi dan tugas masing-masing PIHAK dengan tetap

memperhatikan dan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

m Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk
melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup
kewenangan PARA PIHAK PENYELENGGARA PELAYANAN pada Mal Pelayanan
Publik.

(2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk memudahkan koordinasi antara
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, atau kabupaten/kota selaku penyelenggara Mal
Pelayanan Publik di daerah dengan unsur penyelenggara pelayanan publik pada PARA
PIHAK PENYELENGGARA PELAYANAN.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:



penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik yang menjadi
kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota;

penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pemberian pelayanan publik oleh
PARA PIHAK PENYELENGGARA PELAYANAN;

penyediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik oleh
PARA PIHAK PENYELENGGARA PELAYANAN;

penyediaan anggaran pelaksanaan pemberian pelayanan; dan

Pertukaran data/informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal

Pelayanan Publik.

PASAL 4
PERAN PARA PIHAK

Dalam rangka penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, PARA PIHAK memiliki peran sebagai

berikut:

a.

1)

PIHAK KESATU merumuskan dan menetapkan kebijakan, serta melakukan pemantauan
dan evaluasi umum atas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan di Mal
Pelayanan Publik.

PIHAK KEDUA melakukan pembinaan dan pengawasan umum pelayanan publik di
daerah melalui pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam
rangka penyelenggaraan pelayanan di Mal Pelayanan Publik.

PARA PIHAK PENYELENGGARA PELAYANAN menempatkan pelayanan publik pada
Mal Pelayanan Publik berupa pelayanan yang termasuk dalam jenis layanan utama,
dengan menyediakan:

1. sarana pendukung dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik;

2. sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik; dan

3. anggaran/pembiayaan pelaksanaan pemberian pelayanan publik.

PASAL 5
PELAKSANAAN

PARA PIHAK PENYELENGGARA PELAYANAN melaksanakan pemberian pelayanan
publik pada Mal Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta, atau Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
penyelenggara Mal Pelayanan Publik.

Kegiatan penyelenggaraan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik dilakukan dengan cara
memadukan beberapa jenis layanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara
terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan

tahap penyelesaian produk pelayanan pada satu tempat.



(3)

O

(2)

Pelaksanaan lebih lanjut dari Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini akan disepakati dan
dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama, Rencana Kerja, dan/atau bentuk
kesepakatan lain yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan
kewajiban, serta hal lain yang dianggap perlu.

Perjanjian Kerja Sama, Rencana Kerja, dan/atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh pejabat

yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
SOSIALISASI

Nota kesepahaman ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK guna diketahui dan

dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada:

a. Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Negeri pada PIHAK KESATU sampai
dengan PIHAK KETIGA BELAS.

b. Pegawai pada PIHAK KEEMPAT BELAS sampai dengan PIHAK KETUJUH BELAS.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang berdasarkan
kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PIHAK yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengundurkan diri dari Nota Kesepahaman
ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK
tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada
PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif
pengunduran diri.

Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri oleh PARA PIHAK, atau terdapat
PIHAK yang mengundurkan diri, maka kewajiban masing-masing PIHAK atau PIHAK
yang mengundurkan diri masih harus dilaksanakan dan/atau diselesaikan terhadap
PIHAK lainnya berdasarkan ketentuan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama,Rencana
Kerja, dan/atau bentuk kesepakatan lain sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman
ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya penyelesaian kewajiban tersebut.
Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya dalam hal adanya ketentuan

peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak



memungkinkan PARA PIHAK untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini tanpa terikat

dengan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (3) Pasal ini.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi

tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, kecuali

disepakati lain berdasarkan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi tindak lanjut nota kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk

unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan

sebagai berikut:

a.

C.

PIHAK KESATU, Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Alamat: Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan.

Up: Deputi Bidang Pelayanan Publik.

PIHAK KEDUA, Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Direktur

Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.

Alamat: Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta

Up: Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama.

PARA PIHAK PENYELENGGARA PELAYANAN:

i

ii.

iii.

iv.

PIHAK KETIGA, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung.

Alamat: Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta Pusat.

Up. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dan Kepala Biro Perencanaan
dan Organisasi.

PIHAK KEEMPAT, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Alamat: Gedung Djuanda I Lantai 17, J1. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat,
10710.

Up. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

PIHAK KELIMA, Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

Alamat: Jalan HR Rasuna Said Kav 6-7 Karet Kuningan, Jakarta Selatan.

Up: Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama.

PIHAK KEENAM,, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

Alamat: J1. Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta.

Up. Kepala Biro Hukum dan KLN.



Vi.

vii.

viii.

ix.

xi.

xXii.

xiii.

Xiv.

XV.

PIHAK KETUJUH, Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Alamat: J1. Sisingamangaraja No.2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Up. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama.

PIHAK KEDELAPAN, Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Alamat: Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Up: Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.

PIHAK KESEMBILAN, Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan
Anggaran.

Alamat: Srena Mabes Polri, Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, 12110.

Up: Kepala Biro RBP Srena Polri.

PIHAK KESEPULUH, Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional.

Alamat: JI1. M.T. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur.

Up. Sekretaris Utama BNN.

PIHAK KESEBELAS, Biro Hukum dan Organisasi, Badan Pengawasan Obat dan
Makanan.

Alamat: Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat.

Up. Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

PIHAK KEDUA BELAS, Sekretariat Utama, Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia.

Alamat: JI. MT Haryono Kav. 52 Pancoran Jakarta Selatan 12770.

Up. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama.

PIHAK KETIGA BELAS, Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan
Masyarakat, Perpustakaan Nasional.

Alamat: Jalan Salemba Raya No. 28a, Jakarta Pusat.

Up: Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
PIHAK KEEMPAT BELAS, Kedeputian Bidang Pelayanan Peserta, BP]S
Kesehatan.

Alamat: J1. Letjen Suprapto Kav. 20 No. 14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510.
Up. Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta.

PIHAK KELIMA BELAS, Deputi KPS dan Deputi PPK.

Alamat: Plaza BPJamsostek Jalan H.R Rasuna Said No. 112 Kuningan Setiabudi
Jakarta Selatan.

Up. Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Deputi Direktur
Bidang Pelayanan dan Pengembangan Kanal.

PIHAK KEENAM BELAS, Divisi Layanan dan Pemasaran.

Alamat: Jalan Letjen Suprapto Nomor 45 Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Up. Service and Marketing Division Head.

PIHAK KETUJUH BELAS, Direktorat Niaga dan Manajemen Pelanggan, PT PLN

(Persero).



Alamat : Jalan Trunojoyo, Blok M/135, Jakarta Selatan.

Up. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan.

PASAL 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Masing-masing PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan
Nota Kesepahaman secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak
ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan
perbaikan pelaksanaan Nota Kesepahaman dan/atau penyusunan Perjanjian Kerja Sama,

Rencana Kerja, dan/atau bentuk kesepakatan lain.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat

sebagai akibat dari perbedaan penafsiran dan/atau adanya permasalahan dalam pelaksanaan

Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut

secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12
PERUBAHAN

(1) Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan tertulis

PARA PIHAK.

(2) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal yang belum diatur akan dituangkan

1

dalam amendemen/adendum yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK,

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 13
LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang
berdampak terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat

untuk mendiskusikan lebih lanjut dan menyesuaikan Nota Kesepahaman ini.

Dalam hal terdapat bagian dari Nota Kesepahaman ini menjadi batal sebagai akibat dari
berlakunya suatu ketentuan hukum, maka ketentuan lain selain ketentuan yang batal

tersebut tetap berlaku.



PASAL 14
PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh PARA PIHAK

serta memiliki kedudukan dan kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

A. PIHAK KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
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